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PENETAPAN

Nomor 70/Pdt. P/2020/PA.PKy.

DEMI KEADILAN E - _jjTu‘—f‘;JTi&‘T . J.I YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam
sidang Majelis dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:
Hajjah Nurjannah binti Kesi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXX, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman
di Jalan Brawijaya N0.03, XXXXXXXXX  XXXXXXXX,
XRXXXXXXXX  XXXXXXKKK,  XXKKXXKXX  XXXXXXXX  XXXXXX,
XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Arnawati Achmad binti Achmad Saeni, umur 41 tahun Tempat Lahir
Wonomulyo Polmas, tanggal 06 Januari 1979, Jenis
kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan
XXXXXXX, status menikah, pendidikan terakhir SMA,
tempat kediaman di Jalan P. Kemerdekaan IV
LR.INO.18, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,  XXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXX
XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Hajjah Surya Ulfa Achmad binti Achmad Saeni, umur 33 tahun, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XxxxxX, pendidikan
terakhir Sarjana, tempat kediaman di KABUPATEN
MAROS, PROVINSI, SULAWESI SELATAN, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon Il

Moh.Endar Rifaldy bin Achmad Saeni, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sarjana,

tempat kediaman di Jalan Brawijaya | N0.23, XXXXXXXXX
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XXXXXXXX,  XXXXXKRKK  XXXXKRKKK,  XXXXXXXKK  XXXXXXKXK
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IV.
Hajjah Fadilah Ahmad binti Achmad Saeni (anak), umur 38 tahun Tempat

Lahir Sidodadi, tanggal 06 Juni 1982, Jenis kelamin
perempuan, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXX
XXXxX, status menikah, pendidikan terakhir Sarjana,
tempat kediaman di Jalan Samratulangi, XXXXXXXXX
XRRKKXXXXX,  XXXRRRKKX XXXXRRKKKX,  XXXXXXXKXK
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX,
NIK:760403460682000, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon V.
Dalam hal ini Pemohon I, II, lll, IV dan V untuk
selanjutnya disebut Para Pemohon telah memberi kuasa
kepada Baharuddin Pulindi,S.H. Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Baharuddin Pulindi,S.H. dan Rekan yang berlamat di
Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 November 2020 yang telah
didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu,
Nomor 14/SKA/2020/PA. Pky, tanggal 3 Desember
2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2
Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasangkayu dengan register Nomor 70/Pdt.P/2020/PA Pky., tanggal 2
Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018 telah meninggal dunia
suami/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Achmad Saeni
bin Saeni di Makassar karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
tempat kediaman terakhir di- XXXXXXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX, Surat Keterangan
Kematian Penduduk WNI No.7604-KM-17102018-0011, tertanggal 17
Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXxXX dan Surat Keterangan Ahli
Waris tanggal 18 Oktober 2018 Sebagai ahli waris.

2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama Saeni dan
ibunya bernama Bina telah meninggal dunia lebih dahulu.

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu
dengan Hajjah Nurjannah pada tanggal 28 Maret 1978 sesuai dengan
Duplikat kutipan akta nikah Nomor :0052/011/V/1978 yang dikeluarkan
oleh KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dan pada saat wafatnya Pewaris masih
sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang
anak yang bernama 1.Arnawati Achmad, 2.Hajjah Surya Ulfa Achmad,
3.Hajjah Fadilah Ahmad dan 4.Moh.Endar Rifaldy.

4. Bahwa, Pewaris Achmad Saeni bin Saeni yang telah meninggal
dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 meninggalkan ahli waris sebagai
berikut :

a. Hajjah Nurjannah (sebagai Istri).

b. Arnawati Achmad (sebagai anak Perempuan kandung).

c¢. Hajjah Surya Ulfa Achmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
d. Hajjah Fadilah Ahmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
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e. Moh.Endar Rifaldy (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan tabungan / deposito pada Bank
Pembangunan Daerah SulselBar Cabang pasangkayu sesuai Rekening
Nomor : 0075-201000006694-6, atas nama H. ACHMAD SAENI,
S.S0s.M.SP.
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon
untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari pewaris Achmad
Saeni bin Saeni sesuai hokum islam.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon
mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Achmad Saeni bin
Saeni, oleh karena Para Pemohon ahli waris yang sah dari pewaris
Achmad Saeni bin Saeni, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu atau Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Achmad Saeni bin Saeni (Pewaris) telah meninggal
dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di Makassatr.
3. Menetapkan ahli waris yang dari pewaris Achmad Saeni bin Saeni
adalah :
a. Hajjah Nurjannah (sebagai Istri).
b. Arnawati Achmad (sebagai anak Perempuan kandung).
c¢. Hajjah Surya Ulfa Achmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
d. Hajjah Fadilah Ahmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
e. Moh.Endar Rifaldy (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).
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Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan
Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad. S bin Saeni dengan
Nurjannah binti H. Kesi, Nomor 0052/011/V/1978, tanggal ..., yang
dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi
meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
tanda bukti P1

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Achmad
Saeni,S.Soso, M.Sp, Nomor 7604030901090021, tanggal 13
November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,
telah diberi meterai cukup dan distempel pos setelah dicocokkan
dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda bukti P2

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Saeni,
Nomor 7604032607560001, tanggal 26 Desember 2012 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai cukup dan
distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini
telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Nurjannah,
Nomor 7604034211570003, tanggal 26 Desember 2012 vyang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai cukup dan
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distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini
telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arnawaty Achmad,
Nomor 7371144601790007, tanggal 05 Oktober 2012 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai cukup dan distempel pos
setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah sesuai
dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P5

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Surya Ulfah
Achmad, Nomor 7309036302870001, tanggal 29 September 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai cukup dan
distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini
telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Endar Rifaldy,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai
cukup dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti
P7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hajjah Fadilah
Ahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai
cukup dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti
P8.

9. Fotokopi Surat Kematian atas hama Achmad Saeni, Nomor 7604-KM-
17102018-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatata Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai
cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi tanda bukti P9.
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10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanpa nomor, tanggal 18 Oktober
2018 yang ditandatangani oleh para Pemohon, dan mengetahui Lurah
Sidodadi dan Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Manda, telah
diberi meterai cukup dan distempel pos setelah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata fotokopi ini telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi tanda bukti P10.

11. Fotokopi Buku Rekening PT Bank Sulsel Cabang Pasangkayu atas
nama H. Achmad Saeni,S.Sos,M.Sp., Nomor Rekening 0075-201-
000006694-6, tertanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh PT
Bank Sulsel Cabang Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan
distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini
telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P11.

Il. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXxxxx,
bertempat tinggal di XXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, memberikan
keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu dari
Pemohon I.

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Achmad Saeni bin Saeni
sebagai suami dari Pemohon I.

- Bahwa saksi tahu almarhum Achmad Saeni bin Saeni sudah
meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di rumah sakit di
Makassar karena sakit

- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni selama perkawinannya
dengan Pemohon | telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-
masing bernama: Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad,
Hajjah Fadilah Achmad dan Moh.Endar Rifaldy.

- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika masih hidup tidak

pernah menikah dengan orang lain sampai meninggal dunia.
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- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia
meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu Hajjah
Nurjannah sebagai istri, dan empat orang anak kandung bernama
Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah
Achmad, Moh.Endar Rifaldy.

- Bahwa Almarhum Achmad Saeni bin Saeni memiliki tabungan pada
Bank BPD Sulselbar cabang Pasangkayu, namun saksi tidak tahu
jumlah tabungannya.

- Bahwa iAlmarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia
dalam keadaan tetap beragama Islam.

- Bahwa semua ahli waris masih tetap beragama Islam sampai
sekarang.

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan
ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris untuk pencairan
tabungan Almarhum Achmad Saeni bin Saeni pada Bank BPD
Sulselbar di Pasangkayu.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXX XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU,
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal denganPara Pemohon karena saksi adalah anak
angkat dari Pemohon I.

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Achmad Saeni bin Saeni
sebagai suami dari Pemohon I.

- Bahwa saksi tahu almarhum Achmad Saeni bin Saeni sudah
meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di rumah sakit di
Makassar karena sakit.

- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni selama perkawinannya
dengan Pemohon | telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-
masing bernama: Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad,
Hajjah Fadilah Achmad dan Moh.Endar Rifaldy.
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- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika masih hidup tidak
pernah menikah dengan orang lain sampai meninggal dunia.

- Bahwa almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia
meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang vyaitu: Hajjah
Nurjannah sebagai istri, dan empat orang anak kandung bernama
Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah
Achmad, Moh.Endar Rifaldy.

- Bahwa Almarhum Achmad Saeni bin Saeni memiliki tabungan pada
Bank BPD Sulselbar cabang Pasangkayu, namun saksi tidak tahu
jumlah tabungannya.

- Bahwa Almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia
dalam keadaan tetap beragama Islam.

- Bahwa semua ahli waris masih tetap beragama Islam sampai
sekarang.

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan
ini untuk mendapatkan penetapan ahli waris untuk pencairan
tabungan Almarhum Achmad Saeni bin Saeni pada Bank BPD
Sulselbar di Pasangkayu.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan
tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Achmad
Saeni bin Saeni dan mohon penetapan Pengadilan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang terurai di muka.
Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris bagi yang
beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan
Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
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Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, dan oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan

menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 - P8 berkaitan dengan
kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan
dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P3 - P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat
bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan
mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende),
maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa meskipun domisili para Pemohon berbeda
kabupaten/kota, namun ada salah satu dari para Pemohon yang berdomisili
di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, yaitu Pemohon V
dan juga tabungan/deposito pewaris pada Bank Sulselbar Cabang
Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa
dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah
memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan
Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu
Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah
melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim
menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil beracara di
pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama
Pasangkayu mewakili Prinsipal.
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Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon,
Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya, kemudian
untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P1, P2, P9 - P11, Pemohon
juga telah menghadirkan alat bukti saksi dua orang, yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di
atas.

Menimbang, bahwa bukti surat P1, yang dibuat atau dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandaar telah memenuhi syarat sebagai
alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende),
maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P9 berupa fotokopi Kartu Keluarga
(KK) atas nama Achmad Saeni sebagai kepala keluarga dan fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Saeni, masing-masing dibuat
dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat
bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan
mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende),
maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang bahwa bukti P10 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli
Waris, dibuat atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, adapun pihak
yang berwenang menerangkan seorang ahli waris dari pewaris adalah
Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan, sehingga bukti P10 tidak dapat

diterima untuk menerangkan sebagaimana dalam isi bukti surat tersebut.
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Menimbang, pula bahwa bukti surat P11, yang dibuat atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang yaitu PT Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu,
telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat
bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285
Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian
sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat bukti tersebut dapat
dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling
mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat
sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan
Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi
tersebut, dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon,
berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon
yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti
secara sah menurut hukum bahwa Achmad Seaeni bin Saeni sudah
meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di rumah sakit di Makassar
karena sakit. Almarhum Achmad Saeni bin Saeni selama perkawinannya
dengan Pemohon | telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing
bernama Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah
Achmad dan Moh.Endar Rifaldy. Almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika
masih hidup tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon |
sampai meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima)
orang yaitu Hajjah Nurjannah sebagai istri, dan empat orang anak kandung
bernama Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah
Achmad, Moh.Endar Rifaldy, selain meninggalkan ahli waris, juga
meninggalkan tabungan pada Bank BPD Sulselbar cabang Pasangkayu,
Almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia dalam keadaan
tetap beragama Islam dan semua ahli waris masih tetap beragama Islam
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sampai sekarang, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini
untuk mendapatkan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan
Almarhum Achmad Saeni bin Saeni pada Bank BPD Sulselbar di
Pasangkayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian

tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Achmad Seaeni bin Saeni sudah meninggal dunia pada tanggal
14 Oktober 2018 di rumah sakit di Makassar karena sakit. Almarhum
Achmad Saeni bin Saeni selama perkawinannya dengan Pemohon |
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Arnawati
Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah Achmad dan
Moh.Endar Rifaldy.

2. Bahwa Almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika masih hidup tidak
pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon | sampai meninggal
dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu
Hajjah Nurjannah sebagai istri, dan empat orang anak kandung bernama
Arnawati Achmad, Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah Achmad,
Moh.Endar Rifaldy, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan
tabungan pada Bank BPD Sulselbar cabang Pasangkayu,

3. Bahwa Almarhum Achmad Saeni bin Saeni ketika meninggal dunia dalam
keadaan tetap beragama Islam dan semua ahli waris masih tetap
beragama Islam sampai sekarang.

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan
penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan Almarhum Achmad Saeni
bin Saeni pada Bank BPD Sulselbar di Pasangkayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka,
Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris harus sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 huruf b dan ¢ dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam,
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dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

yang bunyinya sebagai berikut :

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkannya atau dinyatakan
meninggal  berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b
Kompilasi Hukum Islam).

- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (Pasal 171
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam).

- Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas
atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang
baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya
atau lingkungannya (Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam).

- Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ( Pasal 173
Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan tentang Penetapan Ahli Waris tersebut di atas,
maka telah terbukti bahwa Pemohon | mempunyai hubungan perkawinan
sebagai suami istri dengan Achmad Saeni bin Saeni dan para Pemohon
yang lain adalah anak kandung dari Achmad Saeni bin Saeni dan terbukti
pula bahwa Achmad Saeni bin Saeni dan para Pemohon beragama Islam,
serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris,
karena para Pemohon tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba

membunuh atau menganiaya berat dan memfithah pewaris (Achmad Saeni
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bin Saeni) sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang
terbukti adalah Achmad Saeni bin Saeni meninggal dunia karena sakit
sehingga adalah benar menurut hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli
waris dari Achmad Saeni bin Saeni, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, sehingga patut
dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan
Ahli Waris tersebut untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris
Achmad Saeni bin Saeni, untuk dapat mengambil uang tabungan atas nama
Achmad Saeni bin Saeni di Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah
dikabulkan, dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah
adanya pewaris dan ahli waris, maka untuk memenuhi hal tersebut dengan
berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap angka 2 (dua) petitum
permohonan Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan Achmad Saeni bin
Saeni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit dan
dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Achmad Saeni bin Saeni telah
dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018, maka terhadap
angka 3 (tiga) petitum permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim
menetapkan ahli waris Achmad Saeni bin Saeni adalah Hajjah Nurjannah
sebagai istri, dan empat orang anak kandung bernama Arnawati Achmad,
Hajjah Surya Ulfa Achmad, Hajjah Fadilah Achmad, Moh.Endar Rifaldy.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan atas perkara volunter ini serta para Pemohon telah
membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, maka
terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan Pemohon, segala
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang
besarnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Achmad Saeni bin Saeni telah meninggal dunia pada
tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama
Islam.

3. Menetapkan ahli waris Achmad Saeni bin Saeni adalah:

3.1. Hajjah Nurjannah (sebagai Istri)
3.2. Arnawati Achmad (sebagai anak Perempuan kandung)
3.3. Hajjah Surya Ulfa Achmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
3.4. Hajjah Fadilah Ahmad, (sebagai anak Perempuan kandung).
3.5. Moh.Endar Rifaldy (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pasangkayu pada hari tanggal 16 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Amar
Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan
Muh. Irfan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismail,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan
Pemohon V dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H. Amar Ma'ruf, S.Ag., MH
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubh. Irfan, SH.
Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- PNBP 'Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 70/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



